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Abstract
Implementation of the land reform program is an effort made by each country 
to make changes in land ownership and increased productivity. One of the
most important land reform programs is the implementation of land 
redistribution. The land distribution to the farmers in redistribution program
distinguished between the solid and dense area. If the governments implement 
it well, then there are no more people who do not have land.
Keywords: Land reform for the greatest prosperity of the people.
I. PENDAHULUAN
Dahulu Indonesia pernah menjadi negara swasembada beras. Kita tidak perlu 
mengimpor beras bahkan kita menjadi negara pengekspor beras. Petani kita 
sejahtera. Namun roda zaman berputar, pun dengan pembangunan. Dengan dalih 
untuk kepentingan umum atau sarana/prasarana perekonomian atau memajukan 
dunia investasi, misal pembangunan real estate,kawasan industri, dan lain 
sebagainya, yang pada pokoknya membutuhkan lahan dalam luasan yang tidak 
sedikit. Ladang, sawah pun beralih fungsi. Para petani tergusur, bahkan kadang 
dengan paksa (walaupun dengan ganti rugi). Jadilah mereka petani yang tidak 
punya lahan ataupun punya lahan yang sangat terbatas. Bagi yang sama sekali 
tidak lagi punya lahan padahal satu-satunya keahlian mereka hanya bertani,jadilah 
mereka pengangguran. Lebih ironis jika tanah rakyat diambil untuk dijadikan 
lapangan golf, olahraga para pemilik modal bahkan pejabat negeri ini.
Disisi lain, kita melihat perkebunan yang luasnya berhektar-hektar yang 
pastinya dikuasai oleh para pemilik modal, dengan hak guna usaha (HGU) dengan 
lama penguasaan yang dapat diperpanjang dan diperbaharui. Belum lagi dibidang 
hak penguasaan hutan (HPH), hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI)
dan dibidang pertambangan, yang luasan seluruhnya  lebih luas dari lahan yang 
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2dikuasai Perum Pertani sebagai perusahaan milik negara. Bagaimana dengan 
rakyat (baca; petani) kita ?   Di satu sisi para pemilik modal menguasai lahan 
dalam luasan yang tidak sedikit bahkan terjadi penguasaan melebihi batas (terjadi 
penumpukan penguasaan) sementara petani kita harus kehilangan lahannya. 
Tidakkah ini pengingkaran terhadap Sila ke 5 Pancasila yakni keadilan soaial bagi 
seluruh rakyat Indonesia dan UUD ? 
Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak  di bidang 
pembaruan hukum agraria, dalam Majalah Forum Keadilan No 27 tanggal 20 
oktober 2002 mengemukakan data sampai pada tahun 2000 terdapat 2178  
perusahaan yang menguasai lahan seluas 3,57 juta hektar untuk perkebunan atau  
agrobisnis yang jika dihitung setiap perusahaan itu sedikitnya menguasai 1616 
hektar tanah,dan banyak diantara perusahaan perkebunan itu dikuasai para 
pengusaha papan atas. Pada tahun 1998 diwilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor,
Tangerang, Bekasi) terdapat 10 konglomerat yang menguasai 63.434 hektar tanah 
untuk dijadikan perumahan mewah dan ekslusif. Sementara itu, diwilayah 
Jabotabek sampai pada tahun 1995 terdapat 32 padang golf yang mencakup 11.200 
hektar. Dalam lingkup nasional terdapat 119 lapangan golf, data tahun 2000.2
Beberapa kasus bentrok antara petani dengan perusahaan pemegang hak  
karena petani dianggap menyerobot lahan padahal mereka sudah 
mengusahakan/menggarap tanah tersebut turun temurun. Kemudian kasus itu 
bergulir ke pengadilan dan dimenangkan oleh perusahaan pemegang hak  tersebut. 
Yang menjadi pertanyaan  bagaimana peran negara dalam mensejahterakan  rakyat 
(petani) bila mereka tidak punya lahan?  Padahal sudah ada peraturan yang 
mengatur tentang Landreform (Agrarian Reform) yang diyakini bahkan terbukti 
pada negara-negara berkembang lainnya. Apakah peraturannya yang tidak efektif?. 
Selanjutnya  akan dibahas peraturan mengenai landreform tersebut.
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3II. PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Landreform di  Indonesia
Secara terminology istilah Landreform mempunyai arti yang sangat luas. 
Oleh karena itu seringkali landreform di samakan dengan Agrarian reform. Dorren 
Warriner mengatakan bahwa pada dasarnya landreform memerlukan program 
redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan 
pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah.3
     Pelaksanaan program landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh 
setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan dan 
peningkatan produktifitas atas tanah. 
Sehubungan dengan pengertian landreform tersebut di atas, maka tujuan 
diadakannya landreform adalah :4
1. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk 
tujuan ini ;
pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara 
para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif, yaitu 
dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan 
antara petani besar dan petani kecil yang dapat merupakan usaha untuk 
memperbaiki persamaan diantara petani secara menyeluruh;
2.    Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.
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4Kebijakan landreform adalah kebijakan yang harus dilakukan agar dilema 
pembangunan ekonomi disuatu negara agraris tidak terhambat. Di Indonesia 
program landreform meliputi5 : 
a. pembatasan luas maximum penguasaan tanah;
b. larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai;
c. redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maximum, tanah-tanah yang 
terkena larangan absentee,tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
d. pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan;
e. pengaturan kembali perjanjian bagi hasil bagi tanah pertanian;
f. penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk   
melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan 
tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
B. Larangan Menguasai Tanah Melampaui Batas
Kebijakan nasional di bidang pertanahan ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI 
Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),yang 
menggariskan bahwa :
Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan 
pemanfaatannya  untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu 
memperhatikan kepentingan  masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa 
tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak 
rakyat atas tanah,fungsi sosial atas tanah,batas maximum kepemilikan tanah 
khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah 
pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan dan penggunaan 
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5tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan 
nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik,
sosial, pertahanan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan 
penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau 
konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan 
untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan 
kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan induk pelaksanaan  dari 
landreform tersebut sehingga beberapa pasal  yang terdapat dalam UUPA 
merupakan rincian pelaksanaan landreform. Hal ini terlihat bahwa larangan 
menguasai tanah melampaui batas diatur dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai 
berikut : “Untuk tidak merugikan kepentingan umum  maka pemilikan dan 
penguasaan tanah  yang melampaui batas tidak diperkenankan”.
Sejalan dengan ketentuan pasal 7 di atas, menurut Boedi Harsono, pemilikan 
dan penguasaan  tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum,
karena berhubung dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya di 
daerah-daerah yang padat penduduknya, hal itu menyebabkan menjadi sempitnya,
kalau tidak dapat dikatakan hilangnya sama sekali kemungkinan bagi banyak 
petani untuk memiliki tanah sendiri.6 Selanjutnya Boedi Harsono mengatakan 
bahwa yang dilarang itu bukan hanya pemilikan, tetapi juga penguasaan tanah 
dalam bentuk-bentuk lainnya, memang sesuai dengan keadaan di Indonesia.
Penetapan luas tanah pertanian dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan 
tanah pertanian pada seseorang atau golongan tertentu. Pola penguasaan tanah tak 
dapat dilepaskan dari permasalahan petani pedesaan dan masalah kemiskinan 
mereka; kekurangan tanah merupakan indikator utama masalah kemiskinan petani 
pedesaan.  Inilah yang mendasari  pemerintah mencantumkan ketentuan ini dalam 
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6salah satu pasal dalam UUPA. Penetapan luas tanah pertanian diatur dalam pasal 
17 UUPA sebagai berikut :
1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maximum dan atau minimum
tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh 
suatu keluarga atau badan hukum.
2) Penetapan batas maximum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan 
dengan peraturan perundangan dalam waktu yang singkat.
3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maximum termaksud 
dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk 
selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-
ketentuan dalam peraturan pemerintah.
4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang akan 
ditetapkan dengan peraturan perundangan,dilaksanakan secara berangsur.
Dengan demikian maka pemilikan tanah yang merupakan faktor utama dalam 
produksi pertanian diharapkan akan lebih merata dan dengan demikian pembagian 
hasilnya akan lebih merata pula. Tindakan itu diharapkan akan merupakan 
pendorong ke arah kenaikan produksi pertanian, karena akan menambah 
kegairahan bekerja bagi para petani penggarap tanah yang bersangkutan, yang 
telah menjadi pemiliknya.7
Mengacu pada ketentuan pasal 17 UUPA, pemerintah mengeluarkan peraturan          
pelaksanaannya berupa UU Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian dan undang-undang ini merupakan induk pelaksanaan landreform 
di Indonesia. Menurut Boedi Harsono, UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 ada tiga 
soal yang diaturnya, yaitu (1) penetapan luas maksimum pemilikan dan 
penguasaan tanah pertanian; (2) penetapan luas minimum pemilikan tanah 
pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 
                                                
7 Ibid., hlm. 289.
7mengakibatkan pemecahan pemilikaan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian 
yang terlampau kecil; (3) pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 
digadaikan.8
C. Redistribusi Tanah
Disebutkan dalam salah satu program landreform yang  sangat penting adalah 
pelaksanaan redistribusi tanah. Pengertian redistribusi tanah itu sendiri adalah 
pengambilan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maximum, oleh 
pemerintah kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memilki tanah. 
Acuan pengambilan tanah-tanah kelebihan tersebut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 
Pembagian Ganti Kerugian. Dalam pasal 1 PP ini dinyatakan bahwa : Tanah-tanah 
yang dalam rangka pelaksanaan landeform akan dibagikan menurut ketentuan-
ketentuan dalam peraturan ini ialah :
a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maximum sebagaimana dimaksudkan 
dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara,
karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.
b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat 
tinggal di luar daerah.
c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara,
sebagai yang dimaksud dalam diktum ke empat huruf A UUPA.
d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan 
lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
Adapun ketentuan luas maximum yang dapat dikuasai seorang atau keluarga 
adalah sebagai berikut :
No Daerah Sawah  (ha) Tanah kering   (ha)
1 Tidak padat             15 20
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82 Padat ;
a. kurang padat        10 12
b. cukup padat         7,5
c. sangat padat          5 6
Luas maximum tersebut di atas tidak berlaku terhadap tanah pertanian 
yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat 
sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah,\ dan yang dikuasai oleh 
badan-badan hukum lainnya.
Redistribusi tanah tidak hanya diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 
juga diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 1964. Hal yang terpenting dalam kedua 
PP tersebut yakni pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya 
diambil oleh pemerintah untuk pelaksanaan redistribusi tanah. Hal ini diatur 
dalam pasal 6 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 yaitu : 
Kepada bekas pemilik tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini 
diambil oleh pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau 
dipergunakan oleh pemerintah sendiri,diberikan ganti kerugian yang besarnya 
ditetapkan oleh panitia landreform daerah tingkat II yang bersangkutan, atas 
dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang 
ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan 
menggunakan degrevisitet sebagai tertera dibawah ini : (a) untuk 5 hektar yang 
pertama, tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun ; (b) untuk 5 hektar yang 
kedua, ketiga dan keempat ; tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun; (c) untuk 
yang selebihnya tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun, dengan ketentuan 
bahwa jika harga tanah menurut perhitungan diatas itu lebih tinggi daripada 
harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian 
tersebut.
9Namun apabila pemilik tanah keberatan dengan besarnya ganti kerugian  
maka kepadanya diberikan kesempatan mengajukan banding kepada panitia 
landreform daerah tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti 
kerugian tersebut, hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat (3)  
Setelah selesai dilakukan pengambilan tanah-tanah kelebihan tersebut,
langkah selanjutnya adalah membagikan tanah-tanah tersebut kepada para petani 
yang sangat membutuhkannya. Dalam pasal 8 PP No 224 tahun 1961 dinyatakan 
bahwa :
Dengan mengingat pasal 9 s.d. 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang 
dimaksud dalam pasal 1 huruf a,b dan c dibagi-bagikan dengan hak yang 
bersangkutan menurut prioriteit sebagai berikut : (a) penggarap yang 
mengerjakan tanah yang bersangkutan; (b) buruh tani tetap pada bekas pemilik,
yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (c) pekerja tetap pada bekas pemilik 
tanah yang bersangkutan; (d) penggarap yang belum sampai 3 tahun 
mengerjakan tanah yang bersangkutan; (e) penggarap yang mengerjakan tanah 
hak pemilik; (f) penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan 
lain berdasar pasal 4 ayat (2) dan (3); (g) penggarap yang tanah garapannya 
kurang dari 0,5 hektar; (h) pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; (i) 
petani atau buruh tani lainnya.
Berdasar dari ketentuan di atas, ketentuan ini juga memberikan prioritas 
utama kepada beberapa kelompok masyarakat, seperti yang dituangkan dalam 
pasal 9 yakni :
Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka para petani yang 
dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi : (a) syarat-syarat umum: warga 
negara Indonesia, bertempat tinggal dikecamatan tempat letak tanah yang 
bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian; (b) syarat-syarat khusus : bagi 
petani yang tergolong dalam prioriteit a, b, c, f dan g, telah mengerjakan tanah 
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut, bagi petani yang 
tergolong prioriteit d telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut,bagi 
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para pekerja tetap yang tergolong dalam prioriteit c,telah bekerja pada bekas 
pemilik selama 3 tahun berturut-turut.
Pembagian tanah kepada petani dalam program redistribusi ini dibedakan 
antara daerah yang padat dan tidak padat. Dalam pasal 10 PP Nomo 224 Tahun 
1961 dinyatakan bahwa :
Didaerah-daerah yang padat sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang No. 56 Prp Tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah 
menurut pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai 
berikut : (a) penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau 
lebih, tidak mendapatkan pembagian; (b) penggarap yang sudah memiliki tanah 
sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang 
dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik dan tanah yang dibagikan kepadanya tidak 
boleh melebihi 1 hektar; (c) penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, tetapi 
tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar; (d) petani 
yang tergolong prioriteit b, d, e dan f pasal 8 ayat (1) mendapat pembagian tanah 
seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas; (e) petani yang 
tergolong prioriteit  c, g, h dan f pasal 8 ayat (1) mendapat pembagian tanah 
seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a dan b tersebut diatas; (f) petani yang 
tergolong dalam prioriteit c, g, h dam I pasal 8 ayat (1) mendapat pembagian 
tanah mencapai 0,5 hektar.
Sedangkan untuk daerah yang tidak padat maka luas batas 1 hektar dan 0,5 
hektar dapat diperluas oleh panitia landreform daerah tingkat II yang 
bersangkutan.
Dari kedua ketentuan mengenai landreform diatas, apabila pemerintah 
melaksanakannya dengan baik maka bisa dipastikan tidak ada lagi masyarakat 
yang tidak punya tanah, terlebih petani yang tak punya sawah ladang.
Hal ini mendapat dukungan dengan lahirnya Tap No IX/ MPR/2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.  Ketentuan 
produk MPR ini memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera 
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melaksanakan program landreform yang berkeadilan dengan memperhatikan 
kepemilikan tanah untuk rakyat juga mengupayakan pembiayaan dalam 
melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik 
sumber daya agraria yang terjadi.
Wakil ketua MPR, Hariyanto Y Thohari,dalam acara Press Gathering
Wartawan MPR, di Lombok, sabtu tanggal 10 maret 2012, seperti di kutip dari 
harian Radar Sulteng terbitan tanggal 11 Maret 2012 mengatakan “Konsorsium 
Pembaruan Agraria mencatat dalam tahun 1970-2001 terjadi sengketa agrarian 
sebanyak 1753 kasus yang meliputi 10,9 juta hektar dengan korban 1,2 juta 
keluarga. Bahkan sepanjang 2011 terjadi 163 konflik pertanahan dengan korban 
22 jiwa dan pada tahun 2010 terdapat 106 konflik dan 3 korban jiwa. 
Menurutnya konflik atau sengketa agrarian akarnya multidimensional karena 
terkait dengan masalah hukum, politik pertanahan, ledakan jumlah penduduk,
kemiskinan dan budaya.
Terkait Tap MPR nomor IX/MPR/2001 dimaksudkan untuk memberikan 
dasar dan arah bagi pembaruan agrarian dan pengelolaan sumberdaya alam,
yakni pengkajian ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan agrarian dalam rangka sinkronisasi. TAP MPR ini juga 
mengamanatkan keharusan penataan kembali penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan 
kepemilikan tanah untuk rakyat. Kebijakan pertanahan dari yang imparsial dan 
memihak pemodal (kapitalistik) ke arah yang yang lebih pro rakyat dan pro
petani dan kaum marginal. Sebagai negara yang berdasar Pancasila, yang 
merupakan jiwa dan cita-cita bangsa, sesungguhnya landreform bukanlah 
sekedar bagi-bagi tanah seperti yang terkesan pada negara sosialis, melainkan 





Pembaruan agraria merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang 
muncul dalam struktur agraria disetiap masyarakat, yang pada dasarnya 
memerlukan  landreform. Program pembaruan agraria yang dijalankan sangat 
bergantung dari sistem ekonomi politik dan watak dari masing-masing 
pemerintah (dahulu, kini dan nanti), dengan kata lain  kunci dalam pelaksanaan 
pembaruan agraria adalah kemauan dan kehendak pemerintah. 
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